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1 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberagaman suku, ras, etnis, dan agama di Indonesia menjadikan 

masyarakat Indonesia memiliki keaneka-ragaman budaya, cara pandang, 

cara berfikir, interaksi anatar masyarakat serta dalam menaruh keyakinan 

terhadap agama yang dianggap paling benar dan cocok. Sehingga dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat menjalaninya dengan 

toleransi yang baik.  

Indonesia dikenal dengan negara yang menganut dan mengakui 

beberapa agama yakni Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, dan 

Konghucu. Keberagaman agama di Indonesia merupakan unsur yang 

penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana tercantum dalam 

Pancasila sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”  dan penegasan 

konstitusional dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Negara 

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” ini menjelaskan bahwa 

setiap orang bebas memeluk agama dan memilih kepercayaan yang 

mereka anggap paling benar.
1
 

Pemerintah menjamin rakyatnya untuk menjalankan keyakinan dan 

agamanya selain tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 tertuang 

                                                           
1
 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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2 
 

pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a yang 

merupakan sisipan dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 

Agama yang berbunyi : 

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum 

menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan 

umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang 

dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang menyerupai kegiatan-kegiatan kegaamaan dari agama itu, 

penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok 

ajaran agama itu.
2
 

Dengan demikian diharapkan kehidupan beragama di Indonesia 

dapat berlangsung dengan baik dengan mendapat perlindungan hukum dan 

Undang-Undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya banyak terjadi 

konflik keagamaan di Indonesia yang sulit diselesaikan. Penyelesaian 

konflik agama seringkali menjadi kontroversi antara kebebasan beragama 

dan perlindungan terhadap agama tertentu, sebagaimana Penetapan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atauPenodaan Agama juga menimbulkan pro dan 

kontra oleh berbagai kelompok masyarakat.  

Dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 

telah disebutkan bahwa kepada organisasi atau aliran-aliran yang 

melanggar larangan dalam pasal sebelumnya, maka diberikan peringatan 

dan dibubarkan. Adapun pasal-pasal tersebut berbunyi : 

                                                           
2
 Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 
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3 
 

Pasal 2 : (1) barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam 

pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan 

perbuatannya itu dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, 

Menteri/Jaksa Agung dan Meneri Dalam Negeri. (2) apabila 

pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau 

suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat 

membubarkan orgnisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran 

tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain 

setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, 

Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 3 : apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agma 

bersama Menteri/jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau 

Presiden Republik Indonesia mnurut ketentuan dalam pasal 2 

terhadap orang, organisasi atau aliran keprcayaan, mereka masih 

terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, 

penganut, anggota dan/ataupengurus organisasi yang bersangkutan 

dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 

tahun.
3
 

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) merupakan salah satu 

organisasi masyarakat yang diduga menodai agama yaitu dengan 

menggabungkan antara agama Islam, Kristen dan Yahudi menjadi satu dan 

diduga merupakan metamorfosis dari aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yakni 

aliran yang menjadikan Ahmad Musadeq sebagai pemimpinnya yang 

kemudian diteruskan dengan paham Millah Ibrahim yakni keyakinan 

bahwa Islam, Yahudi dan Kristen meiliki keyakinan dan keteguhan yang 

sama dalam meneladani Ibrahim, bisa disebut mengikuti Ibrahim.
4
 Gafatar 

adalah aliran yang menempatkan Ahmad Musadeq sebagai sebagai guru 

spritual dengan meyakini dan mengajarkan ajaran antara lain 

mengangggap Ahmad Musadeq sebagai pembawa risalah dari Tuhan Yang 

                                                           
3
 Pasal 2 dan 3 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 
4
 Nur Khalik Ridwan, Detik-detik Pembongkaran Agama, (Jogjakarta:Naskah Nusantara, 2003), 

128. 
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Maha Esa sebagai mesias yang pada hakikatnya sebagai nabi setelah Nabi 

Muhammad saw.
5
 

Gafatar yang awalnya berupa organisasi sosial kemudian dikecam 

di berbagai daerah karena dianggap mengajarkan aliran sesat, salah 

satunya adalah di Banda Aceh. Penyelesaian konflik kegmaan oleh Gafatar 

ini di Banda Aceh dilakukan melalui proses di pengadilan berbeda dengan 

di beberapa tempat lainnya yang penyelesainnya dilakukan dengan 

musyawarah untuk menjaga kerukunan umat daerah setempat.  

Melihat ketentuan di atas, bahwasanya dalam menyelesaikan 

permasalahan penyelewengan atau penyalahgunaan agama yaitu diberi 

peringatan terlebih dahulu kemudian dibubarkan, apabila masih saja 

melanggar baru dipidana selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara. Terdapat 

perbedaan dalam cara menyelesaikan kasus ini seperti di Muara Jambi dan 

Musi Banyuasin diselesaikan dengan persuasif sehingga tidak terjadi 

gesekan dengan umat Islam lain, masyarakat memiliki kesadaran untuk 

menjaga harmoni di kalangan umat.
6
 

Berbeda dengan penyelesaian kasus Gafatar di Banda Aceh yakni 

dengan tergesa-gesa menuju ranah peradilan, yang mana dalam Penetapan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah dijelaskan bahwa untuk 

                                                           
5
 Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Gafatar 

6
 Teuku Kemal Fasya,”Bijaksana Menangani Isu Sesat”, 

https://teukukemalfasya.wordpress.com/2015/05/24/bijaksana-menangani-isu-sesat/, diakses 

pada,16 Maret 2017 

https://teukukemalfasya.wordpress.com/2015/05/24/bijaksana-menangani-isu-sesat/,%20diakses
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diberikan peringatan keras dan dibubarkan sesuai kesepakatan Menteri 

Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, kemudian jika masih 

terus melanggar ketentuan setelah itu baru dipidana.  

 Salah satu ahli yang bersaksi dalam persidangan kasus Gafatar 

Banda Aceh yakni A. Karim Syeikh menyatakan bahwasanya Millata 

Ibrahim dilarang di Indonesia dan sudah ada putusan MUI serta Ahmad 

Musadeq sebagai pemimpinnya sudah dihukum bersalah karena menyebut 

dirinya sebagai Nabi setelah Muhammad, ini adalah peistaan agama karena 

Muhammad adalah nabi penutup.
7
 

  Dalam Fatwa Majelis Permusyawarah Ulama (MPU) Aceh bahwa 

ajaran (pemahaman, pemikiran, keyakinan dan pengalaman) Gafatar 

adalah metamorfosis dari Millata Ibrahim dan al-Qiyadah al-Islamiyah. 

Dan barangsiapa yang menjadi pengikut gafatar adalah murtad.
8
 Dalam 

Islam orang yang murtad dikenai hukuman berat sebab perbuatannya dapat 

memporak-porandakan jamaah serta memancing perpecahan masyarakat, 

dan untuk mencegah perpecahan masyarakat pelakaunya harus dihukum.
9
 

Hukuman untuk orang yang murtad dalam Hukum Pidana Islam adalah 

dibunuh sebagaiamana sabda Nabi saw. : 

نَه ْ بدَلَّْ منْ  ه ْ دِي  ت ل و  (بخارىال روه) فَأق   

Artinya : Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad), maka 

bunuhlah. (HR. Imam Bukhari).
10

 

   Menurut aturan pokok, orang murtad tidak boleh dihukum mati 

kecuali setelah diminta bertaubat.
11

 Islam dalam masalah ini memberikan 

hukuman mati terhadap penghianat agama Islam bila ia tak mau bertaubat 

                                                           
7
 Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor :81/Pid.B/2015/PN.Bna 

8
 Fatwa Majelis Permusyawarahan Ulama (MPU) Aceh Nomor 1 Tahun 2015 

9
 Nur Lailatul Musyafa’ah, Hadits Hukum Pidana, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 93. 

10
Imam Bukhari ,(t.t: Shahih, 2016), 1692. 

11
 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor:Karisma Ilmu,t.t),282. 
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dan kembali lagi ke dalam Islam.
12

 Pelaku murtad memang di hukum 

dengan hukuman mati, namun harus ada upaya untuk menyadarkan si 

pelaku agar mau kembali. Upaya tersebut yaitu memberikan kesempatan 

untuk bertaubat terlebih dahulu, dan apabila tidak mau bertaubat dan 

kembali kepada yang benar barulah dihukum. Ini sejalan dengan peraturan 

yang berlaku di Indonesia yakni mengenai aliran/organisasi yang di duga 

sesat haruslah di beri peringatan dan di bubarkan terlebih dahulu, apabila 

masih tetap saja maka dihukum. 

   Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 

81/Pid.B/2015/PN.Bna menyatakan bahwa salah satu pengurus Gafatar 

divonis hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam putusan saksi ahli 

dari pihak penuntut umum yakni A. Karim Syeikh mengatakan bahwa 

pengurus Gafatar termasuk dalam kategori menyebarkan aliran sesat 

dikarenakan pengurus diwajibkan untuk membaca dan mengikrarkan diri 

dalam bentuk persaksian yang dimana isi persaksian tersebut bertentangan 

dengan ajaran Islam. Prof. Eddy Purnama yang juga merupakan saksi ahli 

dari penuntut umum menyatakan tentang kekuatan mengikat Surat 

Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banda Aceh, 

Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Kepala Kantor Kementrian Agama 

Banda Aceh tanggal 30 Maret 2011 tentang Pelanggaran Kegiatan Ajaran 

Millata Abraham di Wilayah Kota Banda Aceh sama dengan kekuatan 

mengikat SKB yang dikeluarkan oleh keputusan Menteri Agama RI, Jaksa 

                                                           
12

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 9, (Bandung:Al-Ma’arif,1984), 179. 
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Agung, Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana yang dimaksud dalam 

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atauPenodaan Agama, sepanjang subyek 

di dalam SKB tersebut masih sama larangan tersebut tetap berlaku.
13

 

   Penasihat hukum terdakwa juga telah mengajukan saksi ahli untuk 

didengar pendapatnya, saksi ahli yang pertama yakni Prof. Yusni Sabi 

berpendapat bahwa tidak ada istilah “sesat dan menyesatkan” jika hanya 

berbeda pemahaman orang lain pada umumnya karena ketika seorang 

menghina dan melecehkan, baru dapat dikatakan melecehkan atau 

menodai agama lain, dan apabila suatu kelompk dinyatakan menyimpang 

khususnya dalam masalah agama, maka banyak lembaga-lembaga agama 

yang bisa membina mereka. Karena jika kasus seperti ini malah dibawa ke 

ranah hukum, justru akan membuat malu lembaga-lembaga keagamaan 

lain karena dianggap tidak mampu membina perkara-perkara seperti ini. 

Ahli selanjutnya yakni T. Kemal Fasya menjelaskan telah melakukan riset 

tentang Gafatar pada bulan Februari 2015 yang dilakukan di Muara Jambi 

yang juga terdpat Gafatar namun penyelesaian kasusnya tidak diramaikan 

di media, yakni dengan mengambil tindakan persuasif daripada refresif 

dalam penyelesaian kasus ini, hal ini berbeda dengan penyelesaian kasus 

di Aceh yang dilakukan adalah tindakan refresif sehingga dapat merusak 

                                                           
13

 Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor :81/Pid.B/2015/PN.Bna 
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perdamaian dan persahabatan. Dan memang tindakan persuasif harus lebih 

dikedepankan. 
14

 

   Sesuai dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 

Agama maka untuk mekanisme  penyelesaian kasus seperti ini yakni 

dilakukan secara bertahap dimulai dengan tindakan yang bersifat 

administratif berjenjang sampai dengan adanya sanksi pidana. Namun 

hakim memeptimbangkan berbeda yakni mengenai pasal 156a KUHP yang 

juga merupakan pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 

Agama hakim berpendapat pasal tersebut berdiri sendiri dan tidak 

bergantung pada adanya sanksi administratif sebagaimana ketentuan pasal 

1, pasal 2, dan pasal 3 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 

Agama. 

   Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik meneliti putusan 

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutus untuk memeberikan 

hukuman penjara kepada pengurus gafatar yang sebelumnya belum 

diberikan peringatan ataupun sanksi administratif terlebih dahulu dalam 

judul skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 

81/Pid.B/2015/PN.Bna tentang Penodaan Agama. 

                                                           
14

 Ibid.  
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

Dalam latar belakang masalah yang telah disampaikan 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan 

dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang 

Sanksi terhadap Penodaan Agama yang dilakukan oleh Gerakan Fajar 

Nusantara )Studi Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/Pn.Bna(” yaitu : 

a. Cara penyelesaian kasus penodaan agama oleh organisasi. 

b. Perbedaan sanksi penodaan agama menurut hukum positif di 

Indonesia dan Hukum Pidana Islam. 

c. Pertimbangan Hakim dalam memutus putusan nomor : 

81/Pid.B/2015/PN.Bna 

d. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi terhadap penodaan 

agama yang dilakukan oleh Gafatar dalam putusan nomor : 

81/Pid.B/2015/PN.Bna. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang masih luas 

dan sangat umum, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan 

ini sebagai berikut : 

a. Pertimbangan hakim tentang sanksi terhadap penodaan agama yang 

dilakukan oleh Gerakan Fajar Nusantara dalam putusan nomor : 

81/Pid.B/2015/PN.Bna. 
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b. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi terhadap penodaan 

agama yang dilakukan oleh Gerakan Fajar Nusantara dalam 

putusan nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Bna. 

 

C. Rumusan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

tujuan utama dalam penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor : 

81/Pid.B/2015/PN.Bna tentang penodaan agama ? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor : 

81/Pid.B/2015/PN.Bna tentang penodaan agama? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan 

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah 

ada.
15

 

Sejauh penelusuran penulis, Penelitian tentang penodaan agama 

masih jarang sekali dibahas di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya 

apalagi yang fokus penelitiannya berkaitan dengan sanksi yang diberikan 

                                                           
15

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya : t.p, 

t.t), 8. 
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terhadap oraganisasi. Penulis menemukan judul skripsi sebelumnya yang 

berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti. 

“Delik Penodaan Agama pada KUHP dalam Perspektif Hukum 

Islam : Studi atas Hukuman”
16

 merupakan skripsi yang ditulis oleh Abdur 

Rohim pada tahun 2006 yang membahas tentang deskripsi pasal delik 

penodaan agama KUHP serta bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam 

KUHP. 

Selanjutnya penelitian tentang “Sanksi Hukum terhadap Pelaku 

Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif 

Fiqh Jinayah.”
17

 Skripsi yang ditulis pada tahun 2014 oleh Ahmad 

Hasbullah ini membahas tentang sanksi hukum terhadap pelaku penodaan 

agama yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang yang berlaku dan dari 

perspektif fiqh jinayah. 

Dari uraian judul skripsi di atas dapat dikatakan bahwa judul ini 

berbeda dengan judul yang telah dipaparkan yang membahas tentang 

deskripsi pasal dan sanksi terhadap penodaan agama karena yang penulis 

teliti disini adalah fokus pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 

nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Bna tentang sanksi terhadap pengurus Gafatar. 

 

                                                           
16

 Abdur Rohim,” Delik Penodaan Agama pada KUHP dalam Perspektif Hukum Islam” : Studi 

atas Hukuman, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2006). 
17

 Ahmad Hasbullah, “Sanksi Hukum terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam 

Perspektif Fiqh Jinayah”, )Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2014). 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini 

bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan nomor: 

81/Pid.B/2015/PN.Bna tentang penodaan agama.  

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan 

nomor: 81/Pid.B/2015/PN.Bna tentang penodaan agama. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aspek keilmuan (Teoritis) 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan mengenai penodaan agama 

beserta sanksi hukumannya khususnya yang membahas tentang 

penodaan agama yang dilakukan Organisasi Gafatar. 

2. Aspek terapan (Praktis) 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan refrensi 

yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi 

penegak hukum demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif 
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serta menjamin kepastian hukum. Dengan demikian akan 

terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan beragama.  

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul 

skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi ini diantaranya adalah :  

1. Hukum Pidana Islam  

Hukum Pidana Islam yang merupakan terjemahan dari fiqh 

jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana ata 

perrbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang 

dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemaaman atas dalil 

hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan hadis.
18

 

2. Sanksi 

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan 

sebagainya) yang memaksa sesorang untuk memenuhi perjanjian 

atau peraturan perundag-undangan.
19

 Dalam hal ini peraturan yang 

dipenuhi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Undang Penetapan Presiden Tahun 1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan Penodaan Agama. 

 

                                                           
18

 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),1. 
19

 “Kamus Besar Bahasa Indonesia )versi online(”, http://kbbi.web.id/sanksi, diakses pada 12 April 

2017 

http://kbbi.web.id/sanksi
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3. Penodaan Agama 

Penodaan agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagaiama yang telah disebutkan pada Pasal 1 Penetapan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yakni seorang maupun 

aliran/organisasi yang melakukan penafsiran tentang suatu agama 

yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari 

pokok-pokok ajaran agama itu.
20

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Karakteristik Objek Penelitian 

Akhir-akhir ini sering terjadi konflik keagamaan yang 

menyangkutkan berbagai macam oraganisasi masyarakat keagamaan, 

dalam hal ini yang sangat sensitive yakni agama Islam. Gafatar 

merupakan organisasi masyarakat yang beberapa waktu yang lalau 

sangat menarik perhatian public dan pemerintah, yang mana di media 

massa maupun media sosial banyak diberitakan mengenai organisasi 

Gafatar. Yang kemudian setelah Gafatar dilarang di Indonesia diadakan 

pemulangan besar-besaran oleh pemerintah.  

                                                           
20

 Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 
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Anggota/pengikut gafatar tertarik untuk ikut ke dalam organisasi 

ini dikarenakan visi dan misinya dalam bidang sosial kemasyarakatan. 

Kegiatan yang dilakukan oraganisasi ini adalah mulai dari gotong 

royong, bakti soasial, donor darah dll. Sehingga menarik bagi kaum 

awam untuk mengikuti organisasi Gafatar.
21

 

Namun belakangan diketahui bahwa organisasi ini mengajakan 

paham Millata Abraham yakni yang dulunya merupakan pemahaman 

yang ssudah dilarang oleh Pemerintah Aceh dan pengikutnya telah 

sempat disyahadatkan untuk kembali ke jalan Allah. Dengan lahirnya 

Gafatar maka paham Millata Abraham yang telah dilarang kini telah 

mulai disampaikan/diajarkan kembali kepada anggota organisasi 

Gafatar. 

Ketertarikan penulis dalam menyusun skripsi dengan kasus 

Gafatar ini dikarenakan kasus ini merupakan kasus nasional yang mana 

memeberikan pengaruh besar terhadap eksistensi agama Islam dan 

organisasi masyrakat Islam di Indonesia dikarenakan Gafatar 

memepercayai adanya ‘Mesias’ yakni seorang yang menjadi penyampai 

risalah, sedangkan dalam Islam yang menyampaikan risalah hanyalah 

Nabi Muhammad Saw. 

 

 

                                                           
21

 Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN.Bna 
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2. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk 

menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.
22

 Penelitian skripsi ini 

merupakan penelitian pustaka yaitu meneliti dengan cara mengkaji serta 

menalaah sumber-sumber tertulis seperti putusan, undang-undang, 

buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

penodaan agama, sanksi serta caa penyelesaian konfliknya. Sehingga 

ditemukan data-data yang konkrit dan akurat. 

3. Sumber data 

a. Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, 

artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, 

putusan hakim.
23

 Dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan 

Negeri Banda Aceh Nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Bna. 

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 

pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.
24

 

Sumber data sekunder terdiri atas hasil penelitian para ahli dan 

pendapat ahli hukum, buku-buku maupun literatur yang berkaitan 

dengan penodaan agama, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan 

dengan masalah penodaan agama, dan hasil penelitian terdahulu 

                                                           
22

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk..,9. 
23

 Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52. 
24

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),23. 
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yang berkaitan dengan penodaan agama beserta sanksinya, maupun 

bahan dari media massa atau internet.  

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis sumber-

sumber data berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan, 

dan kemudian dilakukan penulisan secara sistematis dan 

komprehensif. 

5. Teknik pengolahan data 

Dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan cara 

sebagai berikut:
25

 

a. Editing, yaitu menyusun data secara sitematis yang diperoleh 

secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan 

keseragaman, kesatauan atau kelompok data. 

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka 

paparan yag lebih direncanakan sebagaimana dala outline sehingga 

dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif. 

c. Conclusing, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari 

perorganisasian data dengan menggunkan kaidah atau dalil 

sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya 

kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah 

dirumuskan. 

                                                           
25

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek,(Jakarta:Sinar Grafika,1996),72 
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6. Teknik analisis data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan cara memberikan 

gambaran umum terhadap masalah yang yang dibahas dengan 

menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu 

masalah yang dapat dipahami dengan mudah.
26

 Langkah yang 

ditempuh penulis selanjutnya ialah mendeskripsikan sanksi hukumnan 

yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku penodaan agama Gafatar 

kemudian ditinjau dengan Hukum Pidana Islam.  

Metode yang digunakan dalam menganilisis data dalam skripsi 

ini menggunakan metode deduktif, yaitu teori-teori yang diperoleh 

kemudian dicocokkan dengan fakta yang terjadi. Gambaran umum 

mengenai sanksi penodaan agama kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus menggunakan Hukum Pidana Islam. 

 

I. Sistemika Pembahasan 

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana 

Islam terhadap Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/Pn.Bna tentang Penodaan 

Agama” diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat 

diketahui kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab.  

Bab pertama; merupakan sebuah pendahuluan yang memuat latar 

belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 

                                                           
26

 Consuelo G. Savella, Pengantar Metode Penelitian,(Jakarta: UI Press, 1993),71 
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penilitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua; berisi tentang kerangka konseptual yang memuat 

penjelasan teoritis Hukum Pidana Islam yaitu penjelasan mengenai 

murtad, unsur-unsur murtad dalam Hukum Pidana Islam beserta sanksi 

murtad dalam Hukum Pidana Islam.  

Bab ketiga; penulis menyajikan data penelitian yang berupa 

putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Bna 

dan ketentuan hukum terhadap penodaan agama yang dilakukan oleh 

organisasi di Indonesia yakni Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 

tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atauPenodaan Agama serta 

sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama yang diatur dalam tatanan 

hukum positif Indonesia. 

Bab empat; dari deskripsi data yang terdapat dalam bab tiga, 

penulis menggunakan teori-teori yang ada di bab dua untuk menganalisis 

data penilitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah 

penilitian dalam hal ini menggunakan tinajaun Hukum Pidana Islam 

terhadap sanksi hukuman penodaan agama oleh Gafatar dalam hukum 

positif Indonesia. Hasil analisis di bab empat kemudian disimpulkan di 

bab lima yang juga berisi saran-saran. 

Bab lima; penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah 

dan memberikan saran-saran.  
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